GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN

Menimbang: a.

d.

Mengingat : 1.

TOKO MODERN BERJEJARING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah wajib dilindungi,
diberdayakan serta diberikan kesempatan seluas-luasnya
berusaha untuk memacu peningkatan perekonomian rakyat
secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sesuai denganVisi “Nangun Sat Kerthi Loka Bal?’
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam
Bali Era Baru;

. bahwa pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil,

dan menengah merupakan salah satu tujuan yang ingin
dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Haluan
Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru
2025-2125;

. bahwa pesatnya pertumbuhan Toko Modern Berjejaring

telah mengancam keberadaan usaha mikro, kecil, dan
menengah, koperasi, serta pasar tradisional, sehingga
diperlukan pengendalian dengan penghentian sementara
pemberian izin Toko Modern Berjejaring;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Instruksi Gubernur tentang Penghentian Sementara
Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 435);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023
tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan,
100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada : Walikota/Bupati se-Bali
Untuk
KESATU : Menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin berupa
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin usaha Toko
Modern Berjejaring di seluruh wilayah Kota/Kabupaten di Bali.




KEDUA : Meningkatkan keberpihakan dengan memberikan kesempatan

seluas-luasnya berupa kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah
lokal Bali.

KETIGA : Meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum

bersama aparat berwenang apabila terjadi pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah Kota/Kabupaten atau Peraturan
Walikota/Bupati yang berkaitan dengan upaya pengendalian
Toko Modern Berjejaring.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib, disiplin, dan penuh

rasa tanggung jawab secara niskala-sakala.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali
mengenai Pengendalian Toko Modern Berjejaring.

Ditetapkan di Bali
~ pada Selasa (Anggara Pon, Langkir),
"/, 2:Desember 2025

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

s
2.
3.

oo

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Bali;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten se-Bali;

Kepala Desa/Perbekel, Lurah, dan Bandesa Adat se-Bali;

Arsip.



